PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani Nomor 242-244  Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235
Tip. (031) 8294608, Fak. (031) 8294517, Laman kominfo_jatimprov.go.id, Pos-el kominfo@jatimprov.go.id

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 500.12.18.1/27017/114.2/2025 TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat
ketat dan terbatas:

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon
Informasi Publik badan publik wajb membuat
pertimbangan tertulis atas setiap kebijyjakan yang
diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ maka
perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi
Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadzi;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
@ Salai Besar cartifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BBSE-BSSN).
N

Sertifikasi

9 clektronik Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahuli
keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai grcode yang tersedia.



6. Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di lingkungan
Kementerian Dalam Neger1i dan Pemerintahan
Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur;

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun
2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Akses Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Jawa

Timur.
MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18.1/
27017/114.2/2025 Tahun 2025
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran

Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
500.12.18.1/27017/ 114.2/2025 vyang tercantum

dalam Lampiran Penetapan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 6 Agustus 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku PPID Utama,

Ditanda tangani secanra elektronik eleh

SHERLITAR. DA, 8.8i, HIP
NHIP 1975050 1952002

SHERLITA R. D. A., S.51., M.IP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197508051998032002

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
@ gi'::i.fffﬁ' sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BBSE-BSSN).
™ cloktronik Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui

keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai grcode yang tersedia.



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
@ Eiﬁigﬁ:ﬂ" sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BBSE-BSSN).
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keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai grcode yang tersedia.



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 500.12.18.1/27017/114.2/2025

Pada hari ind, Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima barempat di Dinas Komun kasi dan Informatika Provins! Jawa Timur telah dilakukan
Pongujian Konsekuenel terhadap Informasi Publik sebagaimana dsebutkan pada tabel di bawah ini:

thuruf g dan j

2 UU No 2 Tahun 2004
lentang Penyelesaian
Perselsihan Hubungan
Industiial (LU PHI) dan

3 Undang-Uindang Nomor 13
Tahun 2003 tentang
|ﬂﬂtﬂlﬂuﬂ keraan

dan informasi terkail parjanjlan kara
Proses perselisihan dapal mengungkap
informasi rahasia perusahsan, separt data
keuangan, strategi bisnis, dan informas|
terkait perjanjman kerja.

marugikan kepantingan pihak lain
Mendukung proses penyelesalan
parsalisihan yang efisen dan alekif,
Menjaga stabiitas hubungan kerja dan
hubungan sosial,

Konsekuens/Perbmbangan bagi Pubsk
Informasi yang Dikecuakkan K U - Jangka Waktu
Pengecualian Informas:
' Dibuka Ditutup

Proses penegakan hukum UU No. 14 Tahun 2008 Apabila mformasi dibuka akan menghambat | Apabila nformasi mengenai Proses

lentang Keterbukaan |||:l'ﬁl-ll panagakan hukum Penagakan Hukum ditutup maka talah

informasl Publik Pasal 17 sisual dengan peraturan perundangan

(huruf a beraku
1. Alat bukti kasus 1.UU No. 14 Tahun 2008 Alat bukti sering kal merupakan informasi  |Alat bukt senng kali mencakup informasi |Sementara hanya

tentang Keterbukean yang rahasia dan sensitd yvang parlu pribadi tentang saksi, ierdakwa, dan saiama prosses

Informasi Publik Pasal 17 diindungl untuk menjaga kelancaran proses | korban Melindun gl informasi inl panting  |panyidikan

|huruf & dan | paradian. Jika [nformasi nl booor, dapat uniuk menjaga privasi mereka dan

2. UU 43 Tahun 2009 mengganggu proses penyelidikan, mencegah penyalahgunaan informasi

tentang Kearsipan, Pasal penyidikan, dan bahkan menyebabkan tersabut.

44 huruf o manipulasi bukti.
2. Proses perselisihan kasus |1.UU No. 14 Tahun 2008 Perselsinan hubungan indusiral seringkali Melindungi hak privasi para pihak yang Semeniara sampai
|poersalsinan hubungan tertang Keterbukaan malibatkan informasi pribadi para pihak yang |teribat dalam perselisinan. Mencegah putusan sidang
industrial informasi Publik Pasal 17 |terlibat. seperti data karyawan, riwayat Kerja, |panyalahgunaan informas: yang dapat hubungan industrial

Balel Besnr >esual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
Sertikasl  Elektronik Badan Siber dan S5andi Megara (BBSE-B5SM). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahul keabsahan berkas

Flaktranik dapat dilakukan dengan memindai greode yang tersedia.

%



Konsekuens Pertimbangan bag Publik

Informasi yang Dikecuslian | MI o Jangka Wakiu
Dibuka Ditutug
3. Kasus/Senghketa UU Mo. 14 Tahun 2008 Dalam konteks kasus hukum, informasi yang [Tujuan dan pengecuakan informasi inl Pengecuslian ini

Hukum, yang masih dalam

tenlmng FKalorbukman

rmssih dalpm prosess ponysdiien, permdilan,

adalah unluk mManjags proses porsesgEknn

bersifnl semantorn

Informasi Publik Pasal 17
huruf &, h, dan |

atau upaya hukum lainnya dikecualikan
karena pengungkapan informasi tersebut

hukum agar berjalan efeklif dan adil
Pangecuaian ini juga berfujuan uniuk

dan berlaku selama
kasus hukum masih

proses hukum

dEpal MeNgganggu Proses Penang ansn melindungl hek-hak pihak yang lerlibal dalam proses,
kasus, mangganggu kelancaran penyidikan, |[dalam kasus hukum, seperti hak unbuk Setelah kasus hukum
elau bahkan mambahayakan kesalamatan |mampearolah keadidan dan hak untuk dinyalakan soksal

|pihak-pihak terkail manjalani proges hukum yang teramin.  |((misalnya. dengan
pulusan pengadilan
yang berkekuatan
hukum tetap),
informasi terkal
hasus tersebul
menadi dapat
diakses oclah

mMasy arakat

Semoniara sampa
putusan sidang atik
dan hukum sedasai

4. Laporan torkat mas alah atik
dan hukum

LU No. 14 Tahun 2008 Informasi tentang pelanggaran obka atau

tentang Keterbukaan |dugaan tindak pidana, jika dibagikan secara

informasi Publik Pasal 17 terbuka, dapal mengganggu proses

huruf a, h, dan | Ipunjrulﬂhnn dan penunlutan, kerana dapat
mengungkap identitas pelapor, saksi, atau

terduga pelaku sebelum ada keputusan

|hukum yang pasti

Dokumen persidangan bisa mengandung

|informasi pribadi atau sensilif tentang pihak  |meambantu memastikan bahwa proses

g b ibat dalaim kasus, seperll alamal, priimidia g bl an dendgan adil dan

nomor telepon, atau identitas lain yang dapat{sesuai dengan hukum

bersiko bagi mensca.

Informasd lentang polanggaran otika atau
hukum dapat disalahgunakan oleh pihak
yang lidak barwanang untuk tujuan lain,
soperti intim idasi. pemerasan, alau
|penyabaran hoaks,

5. Dokumean Proaas
Parmsidangan dan Dokumen
Sebaga Al Bukti
Pananganan Parkara

1.UU Mo, 14 Tahun 2008
tantang Kelerbukaan
Informasi Publik Pasal 17
huruf a

2. UU 43 Tahun 2000
lenilang Kearsipan, Pasal 44
furuf a dan i

1.UU Ne. 14 Tahun 2008

Informasi yang dikecualikan dapat Sementara dalam

6. Proses panyeslidikan dan Jika kasus belum terbukll, mangungkap detall | Pangecualian inl panting untuk menjags

penyidikan dalam rangka tantang Kolorbukson progass dapat merugikan orang yang lerlibat, |olaktivitas proses penaegakan hukum guna | Prosos
penegakan hukum & disiplin | Informasi Publik Pasal 17 |hlhlm1 jika mereka tidak bersalah. {mebndungi hak-hak individu

PMS sampal dengan jatuhnya |huruf &

putusan 2. UU 43 Tahun 2000

tentang Kearsipan, Pasal 44
murut @ dan i

Balel Besnr >esual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
ﬁ Sertikasl  Elektronik Badan Siber dan S5andi Megara (BBSE-B5SM). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahul keabsahan berkas

Flektran® dapat dilakukan dengan memindai greode yang tersedia,



KonsekuensiPertimbangan Pubii
informas! yang Dikecualian Dasar Hukum o Jangka Walktu
Dibuka Ditutup
7. Jadwal dan Siralegi 1. Undang - Undang 1. Mengganggu keamanan saal kunjungan 1. Manjamin kesslamatan dan Sebalum dan
Fengamanan Pejabal Negara |Republik Indonesia Nomor Fejabat Negara, keamanan Pejabal Negara; Sedama Kunjumngan
& keglatan / Obyek Stralegis |14 Tahun 2008 tentang 2 Mengganggu teknik inelejen dan 2. Menjamin keamanan Obyek Vital.
Katarbukaan Informasi nformas| perjalanan pejabal Negara
Publik Pasal 17 hunuf a dan | dalam rangkaian pengamanan tertutup;
c 3. Mengganggu keamanan Obyek Vital
2. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2018 lentang
Fengeloman Sumber Daya
Nasional untuk Paerfahanan
Negara Pasal 20 ayal 1
3. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 2
ayat 4 "Asas kepatutan™ (ikut
andil dalam Pangamanan
| Tartutup) )
8 Rencana Operasi dan Undang - Undang Republik |1 Menyebabkan bocormya informasi 1.Keberhasilan upaya penindakan ebih Sebelum dan Selama
Targel Operasi Indonesia Nomor 14 Tahun rencana penindakan besar, Operasi Penindakan
Penindakan meliput. 2008 tentang Kelerbukaan Berlangsung
Informasi Publik pasal 17 |2 Menghambal proses penegakan 2.Memperiancar dalam proses penegakan
- Hari, Tenggal dan Waktu huruf a dan h Perda oleh Satpol PP; Peirda.
- Lokasi operasi
Targel oporasi 3 Membahayakan potugns operasi,

Balel Besnr >esual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
ﬁ Sertikasl  Elektronik Badan Siber dan S5andi Megara (BBSE-B5SM). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahul keabsahan berkas

Flektran® dapat dilakukan dengan memindai greode yang tersedia,



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 500.12.18.1/27017/114.2/2025

Informasi yang Dkecualkan Pen jian Inf d Janghka Waktu
Mengganggu kepenlingan 1.UU No. 14 Tehun 2008
periindungan hak atas kokayaan |lentang Keterbukaan
nielekiual dan perindungan dari |Informas: Publik Pasal 17
persaingan usaha tidak sehat  |huruf b
2.UU 43 Tehun 2000
tentang Kearsipan, Pasal
44 hwrul b
1 Sirukiur dan skala 1.UU No. 14 Tahun 2008 Dranggap sebaga niormasi rahasia Dengan manjaga kerahasiaan strukiur dan | 20 Tahuen
|upah perusahaan tentang Keterbukasn perusahaan yang bisa berpotensi skala upah perusahaan, diharapkan
Informasd Publik Pasal 17 memnimbulkan kerugan bagl perusahaan perus ahasn depal mengsga keunggulan
hurdf b Selain itu, informasi inl juga bisa digunakan |kompelitiinys, menghindan persaingan
2.UU 43 Tahun 2000 untuk melskukan indaken yang merugkan  (usaha yang lidak sehat, dan menciptakan
tentang Kearsipan. Pasal  |perusahasn atau karyswan lainnya. seper  |linghungan kena yang lebih kondusif bagi
A4 hwirud b mendorong perssingan usaha yang lidek Knrynw mn
sahat atau bahkan penyalahgunaan data o
‘2 Dokumen Perjinan IMB 1.UU Mo. 14 Tahun 2008 Dokumen perizinan IMB (PBG) biasanya Undang-undang dan peraturan terkait 20 Tahun
borrdanyg Kot kaan beris informasl pritsdi pemabon, sepesdi malndung! data pribadi warga negara,
Informasi Publik Pasal 17  nama, alamal, dan data identitas lainnya. dan pengecualian informasi perizinan
huraf b Pangecualan inl sesua dengan keteniuan IMB (PBG) adalah salah satu maekanismes
2.UU 43 Tahun 2000 hukum yang melndungi data pribad. untuk melndungi dola.

lantang Kearsipan, Pasal
dd huruf b

Informasi len yang bidak mangandung data
pribadi, seperti rencana leknis Bangunan,
mungiun telap degat dinkses oleh publih

Balel Besnr >esual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
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N Eebrenl gapat dilakukan dengan memindai greode yang tersedia,



Konsskuansi/Paertimbangan Publik
Informasi yang Dkecustikan | Dasar Fikum s Jangka Waktu
b it Dibuka Ditutup

3 Data Hasd Pangujian 1.UU No. 14 Tahun 2008 Disalahgunakan oleh pihak yang tidak Menjags kerahasiaan informasi pelanggan |5 Tahun
Laboratonum Lingkungan tentang Kelerbukaan bartanggung jawab. sesuai pakia integritas konitrak dengan

Informasi Publik Pasal 17 palanggan.

huruf b

2.UU 43 Tahun 2000

imntang Kearsipan, Pasal

44 huruf b

3. Undang-undang No. 32

Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2)

dan (11)

4. Undang-undang Mo, 8

Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1)

5. Peraturan Menten

Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik

Indonesia Momaor

P 23/MENLHK/SETJEN/KLU

M.1/10/2020 Tentang

Laboratorium Lingkungan
4. Berita Acara Pengawasan dan |UU Mo. 14 Tahun 2008 Apabila dibuka akan mengganggu kinerja. Apabila informasi mengenai berita acara |3 Tahun
Laporan Hasidl Pengawasan tentang Ketorbukaan Pemerintah |pengawasan dan laporan hasi

Informasi Publi Pasal 17 pengawasan ditutup maka telah sesuai

huruf b |dEngan paraturan parundangan bariaku.
5 Data dan informas| hasil Ul Mo, 14 Tahun 2008 Informasi HAK] yang diungkapkan dapat Informasi HAKI yang bersifat rahasia, 5 Tahun
peneliian yang akan atau masih [lentang Keterbukaan digunakan oleh pasaing untuk meniru atau  |[seperti formulasi produk, desain, atau
dalam proses pengajuan Hok Informasi Publk Pasal 17 miarmyalin produk atou jasa yang dilindungi molod o produksi, dapal momborikan
Kekayaan Intelekual huruf b HAKI, Hal ini dapat menimbulkan persaingan |keunggulan kompetitif bagi pamagang

usaha yang tidak sehat dan merugikan (HAKI, Jika informasi tersebut diungkapkan
pemegang HAKI. kepada umum, maka keunggulan
{tarsabul dapat hilang dan manyabablkan
Ii:nrugian Iﬂgi pemegang HAKI

Sertikasl  Elektronik Badan Siber dan S5andi Megara (BBSE-B5SM). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahul keabsahan berkas

Q Balel Besnr >esual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
b Elaktranik

dapat dilakukan dengan memindai greode yang tersedia.



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 500.12.18.1/27017/114.2/2025

KonsekuensyFertmbangan bagi Publik
informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum Jangka Wakiu
Pengecualian Informasi Dibuka Ditutup
Membahayakan pertahanan 1.UU No. 14 Tahun 2008
dan keamanan tentang Kelerbukamn
1. Berita/ rediogram rohasia Informasi Publik Pasal 2 Apabila nformasi dibuka maka rentan Apabila nformasi ditutup maka akan 20 Tahun
ayat (4) dan Pasal 17 huruf |penyalahgunaan oleh pihak lain dan menjaga keamanan pemerintahan dan
2 Lokasi Sarvar -] mambahayakan keamanan pamariniahan negara sedla sesual dengan paraburan
B dan negara perundangan bariaku.
3. Bandwicth Tahun Management 2. UL 43 Tahun 2009 o ng
4. Login administrator tentang Koearsipan, Pasal
wobs o/ apliasi 44 huruf ¢
§ Setting konfigurasi jaringan
niermet 3 UU No.3 lahun 2002

6. Peta lokasi panyimpanan arsip tentang Pertahanan

Megara

4 UU No. 1 Tahun 2024 (LU
MNo. 19 Tahun 2016, UU 11
Tahun 2008) tentang ITE

T. Koda aksos
sigtem
informasi'aplikasi

8. Informasi yang lerkalt dengan
sistom Koamanan teknologl
informasi

Sertikasl  Elektronik Badan Siber dan S5andi Megara (BBSE-B5SM). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahul keabsahan berkas

Q Balel Besnr >esual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
2 Flak tronik

dapat dilakukan dengan memindai greode yang tersedia.



Infarmasi yang Dk ecualikan Jangka Wakiu
Pengecualian Informasi Sk e
8 Informasi yang 1. UU No. 14 Tahun 2008 Apabila informasi dibuka maka rantan Apabila mformasi ditutup maka akan 20 Tahun
mengungkapkan sistem tontang Kotoroukaan penyalahgunaan oleh pihak lain dan monjaga keamanan pemorintahan dan
informasi elekironik meliputi: Informasi Publk Pasal 2 membahayakan keamanan pemerintahan negara serla sesuai dengan peraturan
& Topologi dan konfigurasi ayat (4) dan Pasal 17 huruf |dan negara parundangan beriaku.
jaringan dan server c

b User accas dan password
Sistem Pamoerintah Berbasis 2. UL 43 Tahun 2008
Elekironik tentang Kearsipan, Pasal
10. Intemet Protocol/IP 44 huruf ¢

Address Private

3. UU No.3 tahun 2002
tertang Pertahanan

Negara

4. UU No, 1 Tahun 2024 (UU
No. 19 Tahun 2016, UU 11
Tahun 2008) lentang ITE

11. Sistern Manajamen
Databasa

Sertikasl  Elektronik Badan Siber dan S5andi Megara (BBSE-B5SM). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahul keabsahan berkas

Q Balel Besnr >esual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
2 Flak tronik

dapat dilakukan dengan memindai greode yang tersedia.



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 500.12.18.1/27017/114.2/2025

Informas| yang Dikecualikan 5 Jangka Waktu

Mamorandum atau sural antar |1 UU Mo, 14 Tahun 2008 Mengganggu kesepakatan/esapahaman Morjaga kesopakatan/kesapahaman 5 Tahun
Badan Publik alau infra Badan |lentang Kelerbukaan dengan pihak lsrkall |dengan pihak lerkail
Publik yang manurut sifatnya  |Informasi Publik Pasal 17
dirahasiakan huruf idan |

1. MNola dinas. memo dan
disposisi pimpinan atau 2 UU Ne.17 Tahun 2003
sural antar Badan Publik tentang Kauangan Nagara,
sifatnya dirahasiakan __|Pasal 31

2. Arsip Dinamis yang

menuril sifatnya sangat 3 UU MNe.43 Tahun 2009
rahasia lentang Kearsipan, Pasal 44
Fisrut |

3. Semua dats, sural-sural,
taporan, penelitian, dan 4 Peraturan Pemerintah
dokumen lainnya yang masih  |(PP) Nomor 81 Tahun
dalam proass dan /atad balum (2010
didokumeniasikan

4. Hasil Uji Kompelensi
(Asasman,

Ujian Dinas, dll), masin dalam
proses/ujian

5. Informasi yang berkaitan
dengan rahasia jabatan

6. Nota
kesepahaman MO W KatrakPer)
angan bersama, apabila
didalamnyn

menyangkul pasal 17

T. Laporan Hasil Pengawasan
Aparal Pangawsas Infem
Pamerintah

Balel Besnr >esual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
Sertikasl  Elektronik Badan Siber dan S5andi Megara (BBSE-B5SM). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahul keabsahan berkas

VI Elektranik oot dilakukan dengan memindai groode yang tersedia.



Konsekuensi Pertimbangan Ptk
Informasi yang Dikeculkan | DsssHulm e Jangka Waktu
Dibuka Ditutup
B. Dokumen dan Tindak Lanjut |1.UU No. 14 Tabun 2008 Mengganggu kesepakatankesepahaman Menjaga kesepakatan/kesepahaman 5 Tahun
asil Pengawasan Aparal tentang Keterbukaan dengan pihak terkait Hengan pihak lerkall
ngawas Intern Pemerintab Informasi Publik Pasal 17
huruf i dan j
9. Laporan Persadiaan Farmasi |, |\, . 17 Tahun 2003
dan panggunaan uniuk kalegori tentang Keuangan N .
obat yang mengandung Pasal 31- ¢
arkotika, Psikotropike dan atau '
e 3.UU No.43 Tahun 2009
10, Laporan Hasill Pendatasn tertang H:H-I'Eipﬂl\, Pasal 44
dan Pendaflaran Objok Pajak huruf i
aerah, Subyek Pajak dan
D:f.':'l‘“ 4, Peraturan Pemerintah
11, Laporan Hasil F ; FPF) Nomor 61 Tahun 2010
E:nallhun&n. dan Pelaporan
i
Data Pajak Daerah
12. Keputusan Koepala Dinas Informas terkail kepulusan menjad| informasi |Dokumen keputusan boris dala Terbatlas paca
Lingkungan Hidup Provinsl Jawa publik. perusahaan termasuk informasi dokumen asl
Timur Tentang Sanksi dikecualikan ramun bukan pada
wdministratil kepada perusahaan subslans sanksi
yang diberikan

Q Balel Besnr >esual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
%

Sertikasl  Elektronik Badan Siber dan S5andi Megara (BBSE-B5SM). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahul keabsahan berkas
Flektrandl dapat dilakukan dengan memindai greode yang tersedia.



LEMEAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR: 500.12.18.1/27017/114.2/2025

Pemohon dapal mangungkag
rahasia pribadi

informasi Publk Pasal 17
Feruf b

2.UU No.43 Tahun 2000
tentang Kearsipan, Pasal 44
hiurut h

3.UU Mo, 2T Tahun 2022
tentang Parlindungan Data
Pribadi

bestlaku.

1. Aplikasi S| SDMK (sistem
informasi sumber daya
manusia dan kesehatan)

1.ULU Mo, 14 Tahun 2008
tentang Kelerbukaan
informasi Publik Pasal 17
hwruf b

2 UU No.43 Tahun 2000
tentang Kearsipan, Pasal 44
{hwruf h

3. UU Mo. 2T Tahun 2022
tentang Perlindungan Data
Prilyai

4 UU mo 20 tahun 2023

tentang Aparatur Sipil
MNegara

51 5DMK berfungsi sebagai sistem informasi

yang lerpusal unluk mengelols dala 30M
kesehatan. Dala tersabut digunakan untuk

parancanaan, moniloring, dan evaluas
sumber daya manusia kesehalan di lingkat

pusat dan dasrah. Infarmasi inl mungkin tidak

selalu dirmncang unluk dinksoes secarn
pubik.

Informasi madis, termasuk data tenaga
kesehalan, seringkali memiiki staius
rahasia dan lidak dapat dibagikan secara
bebas kepada publik. Hal ini diatur oleh
peraturan yang berlaku, seperli UU
Kesahatan dan UU Perindungan Dala
Pribadi,

Informasi yang dasimpan dalam S1 SDME,
sapert dala ienaga kesshatan, data
pribadi mereka, dan data terkalt
pekenaan mereka, borsifat sensitd dan
periu dijaga privasinya. Hal ini juga
sajalan dengan prinsip perindungan data
prbadi yeng diatur oleh undang- undang.

Konsskuensi/Partimbangan bagi Publik
Informasi yang Dikecualikan R a— Jangka Waktu
Dibuka Ditutup
Informasi publik yang apabiia |1 UU No. 14 Tahun 2008 Akan mengungkapkan rahasia stau data Apabita informasi ditutup maka telah 10 Tahun
dibuka dan diberkan kepada |tentang Kelerbukaan pribadi. sesual dengan peraluran perundangan

Q Balel Besnr >esual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
%

Sertikasl  Elektronik Badan Siber dan S5andi Megara (BBSE-B5SM). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahul keabsahan berkas

Flaktranik dapat dilakukan dengan memindai greode yang tersedia.



KonsekuensiPertimbangan bagi Pubilik

nformasi yang Dikecualikan i Jangka Waktu
Pengecuslan Informas:
Dibuka Ditutup
Z. Rakaman CCTV di area 1.UU No. 14 Tahun 2008 Dalam babarapa kasus, rakaman CCTV Rekaman CCTV dapat mangungkap 10 Tahun
rumah sakit tentang Kelerbukaan dapal digunakan sebagal alat bukdl dalam informasl pribadi pasien, seperdi lindakan

3. Biodata psgawai yang terdiri
dari NIK, NIP, romor lelepon,
alamal, cata nwayal keluarga
pagawal, NFWP, namar BPJS,
gaji pegaws

4. Arsip SK pengangkatan,
pemindahan dan
pemberhentian PNS dalam dan

dari jabatan struktural
(clata pribadi)

5. identtas pangaduan
masyarakat dan data yang
laporan

6. Dala kesehalan,

keluarga, tabungan
pegawai

T. Biodata penerima program,
faahitas dan bantuan
pemaerintah yang terdin dari
NIK, MIP, nomor lalepon,

alamat, data riwayat keluarga,
NPWP, nomor BFJS, gajl

Informasi Publik Pasal 17
huruf b

2.UU No.43 Tahun 2000
tertang Kearsipan, Pasal 44
hirif b

3. UL No. 27 Tahun 2022
tentang Peflindungan Dala
Pribadi

kasus dugaan tindak pidana alau
pengamanan asel rumah

sakit. Jka rekaman CCTV diakses atau
dibagikan secara ilegal, hal ini dapal
meambahayakan keamanan pasien, pelugas
kesahalan, dan asal rumah saki

medis yang dilakukan, kondisi kesehalan,
dan mformasi identitas lainnya. Hal ni
melang gar hak privasi pasien yang
dilimdungi undang-undang.

Pengecuallan ini berlaku untuk informasi yang
socara sposifik berkaiton dengan hak-hak
pricadi atau rahasia jabatan. Namun,
informasl yang bersifat publik, seperti nama
dan jabatan pegawel, umumnya dapal
dizksas oleh publik.

|Blodata pegawai, yang maliputi informasi
soperti nama, alamal, nomor lelopon, dan
dala pribadi lainmya, dapal menjad
informasl yang dkecualikan karana
menyangkul hak-hak pribadi dan privasi
PEQAWA!

Data yang bersifal umum seperti nama dan
jabalan sarta NIP bisa dibuka uniuk umum

Informasi dalam SK pegawal, seper data
dirl, jabalan, dan lugas, bersifal pribadi

Pelanggaran mengungkap data

Isrjadinga pemarasan oleh oknum kepada
pelanggar. Dengan mengungkap identitas,
pelapor berpolens! menjadi sasaran indakan
balasan darl pihak yang dlaporkan, sshingga
dapal menghalang proses penegakan
Eq.lturn yang sedang bernalan.

Melindung dan memberikan keamanan

sosoorang/kelompok masyarakat. Barpotonsi pada pengadu atau pelapor darl ancaman

figik atau psikologis sshingga panting
untuk melindungi privas dan keselamatan
[mereka,

Pelanggaran mengungkap rahasia pribadi
Imrkal kondisl knzahatlan dan fisik sassorang
dan petugas medis yang dirahasiakan.

Memberikan kepastian hukum kepada

pasien, keluarga sarta data pribadinya
agar idak disebariuaskan oleh pihak yang

ticak hﬂngl.ilmb.

Terjadi penyalahgunaan aplikesi dan database,

Lintuk memastkan tidek ada

penyalahgunaan data prnbad: masyarakat
untuk modus penipuan.

Q Balel Besnr >esual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
%

Sertikasl  Elektronik Badan Siber dan S5andi Megara (BBSE-B5SM). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahul keabsahan berkas

Flaktranik dapat dilakukan dengan memindai greode yang tersedia.



Konsemuensi Perlimbangan bagi Pubiik

tanda tongon, elemen deta
|lannya yang merupakan ab
sosoorang, nwayal dan
|konsidi anggota keluarga,
kondisi keuangan, asast
pendapatan, dan rakening
bank sorfa dokumen
kepandudukan.

huruf h

20U no 20 tahun 2004
teniang prakiek kedokieran
3. UU No.43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, Pasal 44
haruf h

4,UU No. 27 Tahun 2022
tentang Perlindungan Dsta
Fribad

5UUno 17 Tahun 2013
tenlang Kesahalan

0 Peimenkes fio 24 Talkwn
2022 tentang Rekam Medis

informasi yang dkecunlkon karena
menyangkul hak-hak pribadi dan privasi
pegawal,

8. Dokumen rekam medis,
Iaporan nsiden Kesalamatan
pasien, serfla dala pribadi
pasien (gambarfoio serta
video rekaman lindakan medis

Ipasian dan patugas )

1.UU MNo. 14 Tahun 2008
tentang Kelerbukann
Informasl FPubslik Pazal 17
haruf h

20U no 28 tahun 2004

teniang prakiek kedokieran
3.U0U Mo 43 Tahun 2008

tontang Koarmpan, Pasal 44
Fiurut K

4. UU No. 27 Tahun 2022
tmntang Pardndungan Data
Pribad

2. UUno 17 Tahun 2013
leniang Kosehalan

6. Permenkes no 24 Tahun
2022 antang Rokam Modis

| Rekam modies dapal digunakan untuk tujuan
yang marugkan pasen, separt diskriminasi,
|perelasan data, atau bahkan tindakan legel

Rekam meds manjadi miormash yang
dikecualkan karens bemitat privasi dan
rahasia kedokleran, Ini melindungl hak
pasien untuk menjaga kerahasiaan dala
kesehalan mereka, dan jugs malindungl
kapantingan pslayanan kesshalan dan

potensi gangguan.

PR, s Dibuka Dittup
8. Informasi dota keterangan | 1. UU No. 14 Tahun 2008 Termasuk data pribadi yang dikndung LU Biodata pegawai, yang melputi informasi | 10 Tahun
tentang cacat fisik dan'atau tentang Keterbukaan |agar tidak disalahgunakan seperti nama, alamat, nomor ielepon. dan
|mental, sidik jari, s mata, informasl Publik Pasal 17 dois pribadi lainnya, dapat menjodi

ntuk kepeduan @miah
oeunl dengan
n parundang-

Balel Besnr >esual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
Sertikasl  Elektronik Badan Siber dan S5andi Megara (BBSE-B5SM). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahul keabsahan berkas

Flektran® dapat dilakukan dengan memindai greode yang tersedia,

%



Konsssuansl Partimbangan Puityhikc
Informas yang Dkecuahkan . SO "“‘m'f" - o Jangka Waktu
Dibuka Ditutug
10. Vsamame dan password UL No 11 Tahun 2008 Usarmame dan password digunakan untuk  |Uniuk memasiikan akses akun dan Selama usemama
akun sistem informasi/aplikasl (tentang Informasi dan mongaksos akun dan layvanan onling, |lavanan onlne idak diketahul clah plhak |dan password
Transaksi Elekironi / LU sehingga jika diketahui oleh pihak yang tidak [yvang tidak berwenang, untuk mengurangi massh digunakan
ITE (Pasal 30) berwenang, dapat menimbulkan nsiko rislko seperti pencurian data, akses legal

soperi pencunan data, sksos ilegal ke akun, |ko akun, dan bahkan perotasan sistem.
dan bahkan paratasan sistem.

Q Balel Besnr >esual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
%

Sertitkasl  Elektronik Badan Siber dan Sandi Megara (BBSE-BSSM). Legalitas berkas secara digital diztur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi lawa Timor. Untuk mengetahul keabsahan berkas

Flekrrond dapat dilakukan dengan memindai greode yang tersedia,



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 500.12.18.1/27017/114.2/2025

KonsakuensyPartmbangan Publik
(TR g Dasar Hukum bag

Dikecualikan Pengecualian Informas! Dibuka Ditutup
informasi Fublk yvang apabila |1.UU No. 14 Tahun 2008 Apabila dibuka dapal merugikan ketahanan skonomi | Apabila informasi ditutup menguatikan
dibuka dan dibarikan kepada |lentang Ketarbukaan nasional kslahanan skonomi nasional
Pemohon Informasi Publik, |Informasi Publik Pasal 17
dapal merugikan ketahanan |[humnf e
ekonomi nasional
1.Data Calon Invesion 2.UU No.43 Tahun 2009 5 Tahun
tentang Koarsipan, Pasal
44 huruf &

2. Data Kajian Sirategi 5 Tahun
Promos:

3. Dala Fasilitasi 5 Tahun
Permasalahan Penanaman
Maodal

4. Dala Realisasi 3 Tahiun
Investasi yang balum
didls _____ | E—
5. Data Sanksi Pelaku 1 Tahun

Usaha yang bdak
malaporkan LKPM
E. Dala ‘F‘-’ﬂ’l‘lﬂ:ﬂh.lfﬂﬂ lzin 1 Tahun

Usaha yang merupakan
kewanangan Provinsi Jowa
Tinmur

7. Berta Acara Pemenksaan 1 Tahun
Palaku Usaha

Q Balel Besnr >esual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
%

Sertikasl  Elektronik Badan Siber dan S5andi Megara (BBSE-B5SM). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahul keabsahan berkas

Flaktranik dapat dilakukan dengan memindai greode yang tersedia.



Casir Ul Konsekuensi/Pertmbangan bagi Publik

Informas vang Dkecuakkan Jangka Wakiu
Pengecuaban Informasi Dibue
8 Dokumen Perizinan 1.UU No. 25 Tahun 2007 Apabila dibuka dan diberkan kepada Apabila ditutup publik dapat melindungi 10 Tahun
tentang Pananaman pemohon informasi publik dapat mengganggu|kepentingan persaingan usaha tidak
Model pasal 4 ayat 2; perlindungan darl persaingan usaha tak,  |sohet.

2.UU No. 14 Tahun 2008  |sehal.
tentang KIP Pasal & ayat
{3) huruf b dan pasal 17

[ huirud b;

3.UU Nomar & Tahun 1689
tentang Larangan Prakbek
IMonopol dan Persaingan
Usaha Tidak Sahat, Pasal
£3;

4. UU Mo, 8 Tahun 2023
tentang Parpu No. 2 Tahun
2022 tentang Cipla Kerja
menjadi Lindang- Lindang
Pasal 4 hunf ¢

Balel Besnr >esual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
Q Sertikasl  Elektronik Badan Siber dan S5andi Megara (BBSE-B5SM). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahul keabsahan berkas

Flaktranik dapat dilakukan dengan memindai greode yang tersedia.



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 500.12.18.1/27017/114_2/2025

Konsekuensi/Pertmbangan Publik
informasi yang Dikecualian | “""”"“"“'“” | = Jangka Waktu
Dibuka Ditutup

Informasi Publik yang tdak UU No. 14 Tahun 2008 Apabila dibuka dapat merugikan ketahanan |[Apabila informasi ditulup menguatkan
boleh diungkapkan [tentang Keterbukaan ekonomi nasonal ketahanan ekonomi nasional
berdasarkan Undang-Undang ||ormasi Publik Pasal 8

Ayat (3) hurl & dan Pasal

17 hunuf
1. Laporan keuangan yang |PerKlNo. 1 Tahun 2021 Disalahgunakan oleh pihak yang tidak Apabila dokumen mengenai pengadaan |1 Tahun
belum di audit Pasal 14 ayat (2) huruf d bertanggungjawab barang dan jasa yang belum diaudit

ditutup maka telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
L berlaku

2. Dokumen Pengadaan 1.UU No. 14 Tahun 2008 Disalahgunakan oleh pihak yang idak Apabila dokumen mengenai pengadaan |1 Tahun
Barang dan Jasa yang belum |tentang Keterbukaan bertanggungjawab dan mengganggu barang dan jasa yang belum diaudit
di audit Informasi Publik Pasal 17 persaingan usaha yang tidak sehat ditutup dapat melindung| dar persaingan

[huruf b usaha yang tidak sehat

2. UU No. 43 Tahun 2000

tentang Keraspan, Pasal 44

[Pt b

Q Balel Besnr >esual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
%

Sertikasl  Elektronik Badan Siber dan S5andi Megara (BBSE-B5SM). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahul keabsahan berkas
Flektrandl dapat dilakukan dengan memindai greode yang tersedia.



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR: 500.12.18.1/27017/114.2/2025
Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yahg Dikecualikan sebagamana disebut pada tabel dilakukan sleh.

MNo Nama Jabatan Unit Kerja /{ TID
: ; Dmnas Komunikas: dan Infornatika |
1. | Sherlita Ratna Dewi Agustin, S.51., M.IP Kepala Dinas Peobial e Thaise A
Kepala Sub-Bagan Umum dan i
2. | Sony Hendra Dharmawan, 5.50s, MM Kepegawaian Inspekioral Provins: Jawa Twmur
Kepala Sub-Bagian Umum dan  |Badan Pengelola Keuangan dan
3. |lbnu Arief Effendi, S.Sos, MM Kepegawalan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
Pit Kepala Bidang Perencanaan, |Badan Perencanaan
4, [Sri Mutiatun Sintawati, 5.7, MM.T Pengendalan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi ’
Pembangunan Daerah Jawa Tmur
Pit. Kepala Sub-Bagian Umum danjDinas Perpustakaan dan
S. | Dewi Veryani, 5.Pd, M.HP Kepegaweien '1“ ipan Provinsi Jawa Timur % ;!.,
Kepala Bidang Informasi dan Dinas Komunikasi dan Informatika
& [FrstDuanawan, 5.5.. ¥ Komunikasi Publik Provinsi Jawa Timur / M_‘

Kepala Bagian Materi dan

Biro Administrasi Pimpinan ; { /

7. | Zainal Muttagin, S.Kom., M.l.Kom. Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa .
Timiur N A
1 Pi. Kepala Bagian Bantuan Biro Hukum Sekretlariat Daerah
e Hukum dan Hak Asasi Manusia IPrnvh'l:i Jawa Timur ( el/v\
L
Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Sekrelaris Daerah Provinsi Jawa Timur
Selaku Atasan PPID,

' Balel Besnr 2@5Ua1 dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
d Sertitkasl  Elektronik Badan Siber dan Sandi Megara (BBSE-BSSM). Legalitas berkas secara digital diztur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi lawa Timor. Untuk mengetahul keabsahan berkas

A Blekrrend gapat dilakukan dengan memindai greode yang tersedia,



